D o

RENGANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

..... 000000 (
oooooo 000000
----- 0000000

0000000 (
000000

W 4 000000
oy - i 000000
, . ; ; et 000000

o RRP2IRS

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN DAERAH & LITBANG
2024




Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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10.

11.

12.

13.

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor );

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun
2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah
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Menetapkan

Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan dewan  perwakilan rakyat = daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah
unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan,
mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah bagi daerah yang masa
jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1
(satu) tahun.



9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan
Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2025.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 yaitu Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan periode ketiga RPD Tahun 2023-2026.

(3) RKPD Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannnya yang bersifat indikatif, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) RKPD bertujuan untuk  menciptakan sinergitas
pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi
sumber daya dalam pembangunan daerah.



(5) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berfungsi sebagai :

a. pedoman di dalam penyusunan Renja-PD; dan

b. pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan
RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025
mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan keuangan daerah serta
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH;

d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH,;

e. BABV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH

f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH; dan
h. BAB VIII: PENUTUP.

Pasal 6

Kepala Bappeda dan Litbang melakukan penelaahan
rancangan akhir Renja-PD mengenai kesesuaiannya dengan
RKPD, Renstra PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan;

b. kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan
menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan
dari masing-masing OPD;

c. kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan tahun sebelumnya; dan

d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan
datang.



Pasal 8

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal J Wi 2024

Pj. BUPATI BANG( \I KEPULAUAN,

Diundangkan di Salakan
pada tanggal Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
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BERITA DERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR



BAB. 1

Pendahuluan

L1. Latar Belakang

Perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah didahului dengan penyusunan
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Kewajiban menyusun dokumen RKPD secara jelas diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2025 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen-
dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-
2026, memperhatikan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan
keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk
periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari tahun ke tiga Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang
digunakan sebagai acuan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
dalam RKPD Tahun 2025 adalah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintah, Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, Peningkatan pemerataan dan
kualitas pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, menurunnya

angka kemiskinan, terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalui
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2025

pengelolaan potensi SDA dan ketahanan bencana.

Adapun proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan didasarkan atas
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil
penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten, musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas
pembangunan dan kesepakatan antarpelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD,
yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD
serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Banggai
Kepulauan. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD mempunyai
kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah, yaitu:

l. secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. secara operasional memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah; dan
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauvan Tahun 2025

4. secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan dengan mengunakan

beberapa pendekatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Bagan Pendekatan Penyusunan RKPD 2025

Pendekatan Berorientasi Substansi

Holistik-Tematik & Integratif Spasial

Mempertimbangkan keselurubhan unsur Mempertimbangkan dimensi
sebagai satu kesatuan dan saling terkait, keruangan dalam perencanaan
serta keterpaduan antar sektor yang fokus
dalam upaya tertentu dalam pencapaian
target pembangunan

Teknokratik Politis

menggunakan metode dan kerangka @ ® menerjemahkan vi_si dan misi
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan KDH terpilih dan dibahas
dan sasaran pembangunan Daerah bersama dengan DPRD

Atas-Bawah & Bawah-Atas

_ Sinkronisasi dB_ﬂQ_E" kebijakan melibatkan berbagai pemangku
pemerintah pusat, provinsi dan daerah kepentingan

Pendekatan Berorientasi Proses

Dari sisi substansi, penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025
dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi:

1. Pendekatan Holistik-Tematik yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu
kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan "tematik" adalah penentuan tema-
tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan "holistik"
adalah penjabaran tematik program HKepala Daerah ke dalam perencanaan yang

komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2025

2. Pendekatan Integratif yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa

kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian
tujuan pembangunan Daerah. Yang dimaksud dengan ‘"integratif' adalah upaya
keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kepala Daerah yang dilihat dari peran
perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai

sumber pendanaan.

. Pendekatan Spasial yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan

dimensi keruangan dalam perencanaan. Yang dimaksud dengan "spasial" adalah
penjabaran program Kepala Daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar
wilayah.

Dari sisi proses, penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025

menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-

atas.

1.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Daerah.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku

Kkepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.

. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan arah kebijakan penjabat kepala

daerah ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran

DPRD.

. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan

dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan,
Kota, Provinsi, hingga Nasional.

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 dirumuskan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi

dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2025

Kepulauan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah
dilakukan melalui SIPD RI. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah,
Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan asprirasi
masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah,
informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling
terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
Pembentukan Tim Penyusun dokumen RKPD Tahun 2025, orientasi mengenai RKPD,
penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan
rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi: (a)
analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi
daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan
terhadap sasaran RPD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPD; (h) penelaahan
terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i)
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah;

dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD
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dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam
forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a)
masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses
integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap
rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP dan program strategis nasional.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi tahapan Persiapan,
Musrenbangdes/kel, Musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbangkab.
Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, dalam rangka:
menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas
pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, indikator dan target kinerja
serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran
dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang
merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan yang
diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Proses Musrenbang RKPD ini
melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta
jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh
masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara
terintegrasi dan partisipatif.

Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan
RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang RKPD. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk
dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir RKPD
bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir

dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan
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sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD dan dikirim
kepada gubernur melalui kepala BAPPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi
menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan RKPD tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh
kepala BAPPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk
penetapan dan pengundangan.
Alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 secara
ringkas terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD 2025

persiapan °

Penyusunan
HicPD

Forum
Konsultasi
Publik

Berita Acara

Musrenba

Kelfkec/kab.
& — -t

Analisis
£ Perumusan

mbaran per
Umum Kondisi | Permbangunan
Daeral Daerah

¥

Perumusan
rencana
kerja &

pendanaan

an
Ekonomi

Perumusan
sasaran dan

Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahon Lalu

prioritas
pembangunan

Musrenbang
RKPD
Tentang RKPD

v
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1.2. Dasar Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
l.  Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil, Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bab.I- 9



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2025

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5889 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor ....... );
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Prov. Sulawesi Tengah Nomor 6).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 37).

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ...... Tahun 2024 tentang RKPD Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2025, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
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24. Peraturan Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2019 Nomor 4);

25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.I. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang

berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

Renja Perangkat Daerah

Gambar 1.3
Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
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Untuk mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan dari
tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten/Kota, Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan penelaahan arah kebijakannasional dan fokus
pembangunan di wilayah yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi sebagai bagian
analisis dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian dapat diwujudkan keselarasan prioritas
pembangunan daerah HKabupaten Banggai Kepulauan untuk mendukung prioritas
pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025.

Adapun keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik secara nasional maupun provinsi.
sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Sinkronisasi Tema Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Provinsi Sulawesi

Tengah dan Nasional Tahun 2025
Tema RKPD Kabupaten Selaras Dengan Tema RKPD Selaras Dengan
Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tema RKP Nasional
Mengoptimalkan Pelayanan Percepatan Transformasi Ekonomi | Akselerasi Pertumbuhan
Publik, Pengembangan SDM Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Ekonomi Yang Inklusif
dan Infrastruktur yang Berbasis Komoditas Unggulan Yang dan Berkelanjutan
Mendukung Daya Saing Daerah Didukung Sumber Daya Manusia
Yang Berdaya Saing

Keselarasan lainnya adalah keselerasan dokumen RKPD dengan Standar Pelayanan
Minumum dan SDGs. Target kinerja yang terdapat dalam SPM dan SDG’s sebagian telah
masuk dalam RKPD tahun 2025 dan sebagian lain masuk dalam dokumen perencanaan
tingkat perangkat daerah tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025;

2. Menjabarkan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta pagu indikatif
anggaran pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banggai
Kepulauan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023- 2026;

3. Mewujudkan sinergitas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas
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pembangunan daerah tahun 2025 yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan RPD

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2025;

2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) sertaPrioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagaidasar penyusunan

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;

3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025;

4. Menyediakan tolok ukur dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi sertaurusan

pemerintahan, menggunakan indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub

kegiatan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 secara ringkas yaitu

sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

LL

1.2.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini
kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala
Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun

tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan
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musrenbang, perlu dicantumkan.
1.3. Hubungan antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi
untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan
sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya
BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD
tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD
tahun berjalan sebagai bahan acuan.
2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber
dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu
dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat

Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-
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BABIII:

BABIV:

2.3

tahun yang berkenaan.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat

Daerah.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-

sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

3.1

3.2

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi
dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi
daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan
visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung
untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja

daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
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BABV:

BAB VI:

BAB VII:

permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi Perangkat Daerah dalam rangka
menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah. Bagian ini dapat memuat antara
lain: a) Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dalam Perangkat Daerah. b)
Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di
antara Perangkat Daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas
Perangkat Daerah. c¢) Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan
dilakukan melalui Musrenbang, forum diskusi, dan forum-forum konsultasi
publik. d) Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan
Perangkat Daerah. e) Penegasan Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan
Kebijakan Publik dan APBD. f) Penegasan tentang kewajiban Pemerintah Daerah

untuk mengevaluasi pelaksanaan program Perangkat Daerah.
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BAB. II
Gambaran Umum Daerah

21, Kondisi Umum Daerah
211 Aspek Geografi dan Demografi
2111 Aspek Geografi

Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06" 30" Lintang Selatan sampai
dengan 1°35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9"
Bujur Timur di Pulau Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan
yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai, Sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Banggai Laut, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, Sebelah
Barat berbatasan dengan Selat Peling.
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi
Tengah dengan ibukota Salakan, Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah
Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3966).
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINS| SULAWESI TENGAH

LAMPRAN
DAERAN KABUPATEN LAUAN
LAUT MALUKC NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAMUN 20162036

PETA ADMINISTRASI

Wienget
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Sumber : RTRW HKab. Banggai Hepulauan Tahun 2022-2042

Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 kecamatan, 141
Desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Banggai Kepulauan juga dikenal dengan lahannya yang
subur, hasil laut yang melimpah, iklim dengan curah hujan merata sepanjang tahun
sehingga sangat cocok untuk pertanian dan perikanan. Berdasarkan potensi tersebut,
masyarakat Banggai Kepulauan menjadikan pertanian khususnya perkebunan dan
holtikultura serta perikanan sebagai penghasilan utama Kabupaten Banggai Kepulauan.

Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan,
diuraikan secara rinci dalam Tabel 2.1. Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa
Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 20 desa, disusul
Kecamatan Liang dengan 16 desa dan Kecamatan Bulagi dengan 15 desa dan 1 kelurahan.
Sementara Kecamatan Tinangkung Utara merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling

sedikit yaitu sebanyak 6 desa.
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Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan
Di Kabupaten Banggai Kepulauan

“No  ecomatan | Desa  Kewwshan |

L. Totikum 11 =

2. Totikum Selatan 8 -
3. Tinangkung 10 1
4. Tinangkung Selatan 9 -
S. Tinangkung Utara 6 =
6. Liang 16 -
7. Peling Tengah 11 =
8. Bulagi 15 1
9. Bulagi Selatan 20 -
10 Bulagi Utara 11 1
11. Buko 13 =
12. | Buko Selatan 11 -
Banggai Kepulauan 141 3

Sumber : BPS Hab. Banggai kepulauan, 2024

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79 km?
dan lautan dengan luas 6.671,32 km?2. Kecamatan dengan wilayah darat terluas di Kabupaten
Banggai Kepulauan adalah Kecamatan Bulagi Selatan dengan luas wilayah 319,00 km? dan
kecamatan yang memiliki luas wilayah laut terluas adalah Kecamatan Totikum dengan luas
wilayah lautnya 1.082,85 km2. Luas wilayah masing masing kecamatan di Kabupaten Banggai
Kepulauan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan
Di Kabupaten Banggai Kepulauan

No Kecamatan Luas Wilayah (km?)

1 Totikum 155,45 1.082,85
2. Totikum Selatan 95,19 663,09
3. Tinangkung 312,60 446,96
4. Tinangkung Selatan 187,89 251,23
S. Tinangkung Utara 136,65 195,38
6. Liang 176,19 507,78
7. Peling Tengah 140,00 403,49
8. Bulagi 275,66 303,58
9. Bulagi Selatan 319,00 351,45
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10 | Bulagi Utara 318,00 350,21

11. | Buko 184,84 1.050,60

12. Buko Selatan 187,32 1.064,70
Banggai Kepulauan 2.488,79 6.671,32

Sumber : BPS Hab. Banggai kepulauan, 2024

2.111.2 Topografi
Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukan oleh Topografi atau
morfologi, struktur, dan proses pembetukan, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat
dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu:
a. Pegunungan/ perbukitan struktural
Pegunungan stuktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola
selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat
curam dengan kemiringan >40 %. Morfologi ini terdapat di sekitaran perbatasan
Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan dan
Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir diseluruh pulau, dengan
ketinggian mulai +200 hingga +700 meter di atas permukaan laut, dengan lereng
relatif miring (15- 30 %) hingga berbukit curam (30-40 %), yang terdapat di Pulau
Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Babasal di Pulau Peling bagian timur.
b. Pegunungan/ perbukitan karst
Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan
secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola
kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak
terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong di Pulau Peling.
c. Perbukitan intrusive
Daerah ini merupakan perbukitan yang terbentuk karena penerobosan batuan
gunung kompleks Banggai berupa granodiorite dan diorite, yang menempati secara
lokal di Totikum, Peling Tengah, Liang, Buko dan Buko Selatan.

d. Dataran Rendah
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Daratan rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar
perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau
Peling, dan sebagian kecil di Selatan Pulau Peling meliputi Kecamatan Tinangkung

Utara, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan

Buko.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Banggai Kepulauan

— — _ DINAS PEKRJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
“ T - { ] g PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KAJAN LINGRUNGAN MIDUP STRATEGIS (KLMS)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
NABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAMUN 20222042

PETA TOPOGRAFI

..ﬁx

Sumber: KLHS-RTRW Hab Banggai Hepulauan 2022 - 2042

Pegunungan dan perbukitan karst menempati sebagian besar wilayah, dan secara
lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah
karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong
(558 meter) dan Bukit Balombong. Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir
dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di

bagian utara, dan sebagian kecil di bagian selatan.
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Gambar 2.3
Peta Ketentuan Kawasan Karst

R  PEMERINTAM KABUPATEN
o nlhNOOM KEPULAAN

PROVINS! SULAWES| TENGAH

PETA KETENTUAN KHUSUS
KARST

s G mee

A “

Sumber: HLHS-RTRW Hab Banggai Repulauan 2022 - 2042

Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat
pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Topografi Rata- rata per Kecamatan
Di Kabupaten Banggai Kepulauan

L. Totikum Sambiut 10
2. Totikum Selatan Kalumbatan 2
3. Tinangkung Salakan 3
4. Tinangkung Selatan Mansamat A 3
S. Tinangkung Utara Batulombu 1

6. Liang Liang 2
7. Peling Tengah Patukuki 2
8. Bulagi Bulagi 1 3
9. Bulagi Selatan Lolantang 5
10 | Bulagi Utara Sambulangan 5
11. Buko Tataba 2
12. | Buko Selatan Lumbi-lumbia 3

Sumber : BPS Rab. Banggai Hepulauan, 2024
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21113 Geologi

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang
mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunung api. Batuan
tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit.
Kemudian menyusul Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari perselingan batu
gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikan radiometri
menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan). Stratigrafi

batuan penyusun Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan
£ Periode atau Lama Umur "
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Supandjono dan Haryono, 1983, Peta Geologi Lembar Banggai, Skala 1:250.000
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung

Sumber: KLHS-RTRW Hab Banggai Hepulauan 2022 - 2042

Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat 4 (empat) klasifikasi tanah tingkat ordo
berdasarkan Soil Taxonomy (PPT Bogor, 1998), yaitu: Entisols, Inceptisols, Ultisols,

danMollisols, yang dapat dirinci seperti pada tabel 2.4.
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Tabel 2.4
Klasifikasi Tanah (Soil Taxonomy PPT, 1998) Kabupaten Banggai Kepulauan

Entisols Fluvaquent s e Stratigrafi lapisan dari bahan-bahan yang Perbukitan atau
Aluvial berbeda, warna coklat gelap kekelabuan Pegunungan (F1)
(I0YR 4/2), tekstur bervariasi bergantung
endapan.

¢ pH agak masam hingga netral, BO sedang
hingga tinggi, P dan K total rendah hingga
sangat tinggi, KTK rendah hingga tinggi,
kejenuhan basa sangat tinggi.
Endoaquents o Gleisasi sempurna dari bawah sampai atas. Dataran Aluvial Rawa

Lembah antar (F2)
e Warna kelabu (5YR 5/1) dengan/tanpa

karatan di lapisan atas, tekstur lempung
hingga lempung berpasir.

e Tanah agak alkalis pada daerah genangan,
kadar P total sangat tinggi hingga sangat
rendah, K total sangat tinggi, KTK dan
kejenuhan basa tinggi hingga sangat tinggi.

Psamma- quents e Warna kelabu agak gelap hingga gelap | Dataran Aluvial Pesisir

(5YR 3/D). (Fm)

e Struktur berbutir lepas, tekstur kasar
(pasir berlempung hingga lebih kasar).

e Tanah sangat asam, BO rendah hingga
sedang, P total rendah hingga sangat
rendah, K total sedang hingga rendah, KTK
rendah hingga

e sangat rendah, kejenuhan basa sangat

tinggi.
Quartzip- samments e Tekstur kasar (pasir dengan sedikit Wilayah Pesisir
kandungan pasir kuarsa), warna coklat Bergisik (M)

gelap (7,5YR 4/3), drainase cepat.

e Tanah agak masam hingga netral, BO sgt
rendah, P dan K total sangat rendah, KTK
dan kejenuhan basa sangat rendah.

Ultisols Kandiudults e Horison kandik dengan penurunan Perbukitan Intrusif
Podsolik lempung <20 persen hingga kedalaman 150 Vulkanik Tua (V)
cm, drainase baik. Perbukitan Satruktural
e Lapisan atas berwarna coklat gelap (I0YR Patahan Batuan

4/3) sampai coklat gelap kekuningan (I0YR Gunungapi Tua (SD)
4/6), lapisan bawah coklat kekuningan
(1I0YR 5/6) sampai merah kekuningan (5YR
5/6).
e Tekstur halus hingga sedang, struktur
kersai hingga gumpal agak membulat,
Kkonsistensi sangat gembur hingga gembur
(lembab) agak lekat sampai lekat (basah).
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Inceptisols Dystrudept s .
Hambisol
[ ]
[ ]
Oxisols Kandiudox s °
Latosol

Tanah masam, BO rendah, P dan K total
sangat rendah hingga rendah, KTK dan
kejenuhan basa rendah hingga sangat
rendah, Al sangat tinggi.

Solum sedang hingga dalam, warna coklat
(7,5YR 4/6) sampai coklat kekuningan

(I0YR 5/8).
Tekstur halus, struktur gumpal,
konsistensi agak teguh hingga teguh,

bahan induk batu gamping, batu lempung,
dan batu pasir.

Tanah masam hingga netral, BO umumnya
rendah, K total sangat rendah hingga
sedang, P total rendah hingga sangat
rendah, KTK rendah, basa rendah, Al tinggi
hingga sangat tinggi.

Horison kandik, drainase baik, warna
homogen coklat hingga coklat kemerahan
dan merah kotor (10YR 3/3- 3/4 sampai
2,5YR 3/3-3/4) untuk lapisan, coklat
kekuningan hingga coklat tua merah
kekuningan (I0YR 4/6-5/6 sampai SYR 4/6-
6/6) untuk lapisan bawah.

Tekstur lempung berdebu hingga lempung,
struktur agak gumpal hingga kersai,
konsistensi sangat gembur (lembab) dan
lekat hingga plastis (basah).

Tanah netral hingga agak basa, BO rendah
hingga sedang (atas) dan sangat rendah
(bawah), P dan K total sangat rendah, KTK
rendah, dan kejenuhan basa

tinggi.

Perbukitan dan
Pegunungan Struktural
Patahan Batuan
Malihan dan
Batugamping Napal
(S2) (dominan)
Perbukitan dan
Pegunungan Karst
Batugamping Terumbu

x)

Perbukitan dan
Pegunungan Karst
Batugamping Terumbu
(K) (dominan)
Perbukitan dan
Pegunungan Struktural
Patahan (S2)

Sumber: BP3, Departemen Pertanian Rl (2006) dan Hasil Survei Lapangan (Mei-Juni, 2012) dalam KLHS

Habupaten Banggai Hepulauan (2012)

Pada tahun 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pusat

Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDG) melakukan inventarisasi mineral

bukan logam di Kabupaten Banggai Kepulauan dan menemukan sejumlah potensi mineral

bukan logam yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Mineral bukan

logam yang terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan diantaranya; batu gamping, granit,

lempung, pasir kuarsa, garnet dan batumulia.
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Gambar 2.5
Peta Sebaran Mineral Bukan Logam Kabupaten Banggai Kepulauan
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Sumber: RTRW HKab. Banggai Hepulauan

Berdasarkan laporan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Geoteknologi Bandung Tahun 2003, secara umum ketersediaan air di Kabupaten Banggai
Kepulauan yang dianalisis menggunakan metode Thornwaite, diperoleh hasil bahwa terjadi
surplus air pada bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus; Di lain pihak, defisit
air terjadi pada bulan-bulan Januari, September, Oktober, November, dan Desember.
Selanjutnya, jika digunakan koefisien runoff sebesar 0,5 atau 50 persen, maka menurut
neraca meteorologis, jumlah volume air di Pulau Peling mencapai 1.498.816.834 m3/tahun.
21114 Hidrologi

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai Kepulauan
terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat pengalirannya dapat dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu: (@) sungai perennial, sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang
biasanya bersumber dari mataair berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b)

sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Selain sungai-sungai
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tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau yang airnya dapat pula
dimanfaatkan untuk sesuatu keperluan yang potensial. Tabel di bawah ini menyajikan
sebaran sungai dan danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan satuan

ekoregionnya.

Tabel. 2.5
Panjang Wilayah Sungai di Kabupaten Banggai Kepulauan
No
L. Paisu Tatakalai +8.400
2. Paisu Tembang +11.700
3. Paisu Puso Palam +2.200
4. Paisu Babasal Kombutokan +2.500
S. Paisu Moi Abason +5.500
6. Paisu Mosoni +10.200
7. Paisu Bulito Tobungin +7.00
8. Paisu Nipa Mansamat +10.400
9. Paisu Manggalai +6.200
10. | Paisu Momulusan +4.300
1.  PaisuPatukuki +3.200
12. | PaisuMalanggong +4.200
13. | PaisuLalengan +5.300
14. | PaisuMata +3.900
15. Paisu Talastalas +5.000
16. | Paisu Kambani +2.000

Sumber: RTRW Hab Banggai Hepulauan 2022 - 2042

Tabel 2.6
Distribusi Sungai dan Danau Berdasarkan Satuan Ekoregion
Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama Danau dan Sungai Satuan Ekoregion

1 Danau Alani, Buko selatan Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan
Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan
Batunepal

2. Danau Tendetung, Totikum Selatan Perbukitan dan Pegunungan Karst Batu gamping
Terembu

3. | Sungai Patukuki, Peling Tengah Perbukitan dan pegunungan structural patahan
kelompok batuan malihan sekis, Gneis, dan batu
Nepal

4. Sungai Malanggong, Buko Perbukitan dan pegunungan structural patahan
Kelompok batuan malihan sekis, Gneis, dan
Batunepal
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Nama Danau dan Sungai Satuan Ekoregion

S.  Sungai Kambani, Bulagi Selatan Perbukitan dan pegunungan Struktural Patahan,
Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan
Batunepal

6. Sungai Manggalai, Tinangkung Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan
material Aluvium

7. | Sungai Tatakalai, Tinangkung Utara Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

8. | SungaiBabasal Kombutokan, Totikum Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

Sumber: RTRW Hab Banggai Hepulauan 2022 - 2042

Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau
yang airnya dapat pula dimanfaatkan dan dikembangkan. Danau di Kabupaten Banggai
Kepulauan antara lain Danau Alani, Danau Tendetung, Danau Luk Panenteng, Danau Lemelu,
Danau Ndukukan, Danau Kuakon, Danau Emeluk, Danau Paisu Lamasono dan Danau Lano.
Berikut adalah nama danau dan sungai berdasarkan satuan ekoregion yang terdapat di
Kabupaten Banggai Kepulauan.

21115 Klimatologi

Pada Tahun 2023 suhu udara rata-rata pada stasiun Syukuran Aminuddin Amir
Luwuk berkisar antara 26,6°C sampai 29,1°C. Suhu udara maksimum dan minimum terjadi
di bulan Desember, yaitu sebesar 34,6°C untuk suhu udara maksimum, sementara suhu

udara minimum sebesar 22,1°C terjadi pada bulan september.
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Grafik. 2.1
Pemantauan Suhu Udara Kabupaten Banggai Kepulauan menurut Bulan
Tahun 2023 (°C)
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Sumber : BPS Kab. Banggai Hepulauan, 2024

Rata-rata kelembaban udara relatif pada Stasiun Syukuran Aminuddin Amir Luwuk
pada tahun 2022 berkisar antara 74,2 persen (Februari) hingga 81,6 persen (Juli). Persentase
Kelembapan Udara Minimum terjadi di bulan Februari dengan tingkat kelembapan udara
sebesar 39 persen dan tingkat kelembapan udara tertinggi terjadi di Bulan Juli, Oktober, dan

November dengan tingkat kelembapan udara sebesar 98 persen.
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Grafik. 2.2
Kelembaban Udara Kabupaten Banggai Kepulauan
Menurut Bulan Tahun 2023 (°C)
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Sumber : BPS Hab. Banggai Hepulauan, 2024

Rata-rata kecepatan angin pada Stasiun Syukuran Aminuddin Amir Luwuk berkisar
antara 2,6 m/detik yang terjadi di bulan Januari dan Maret hingga 6,8 m/detik yang terjadi
dibulan Agustus 2023. Jumlah curah hujan terendah terjadi di Bulan Desember dengan
tingkat curah hujan sebesar 35,6 mm?®, sementara tingkat curah hujan tertinggi terjadi di
Bulan Juli dengan tingkat curah hujan sebesar 330,4 mm?. Jumlah hari hujan terendah
terjadi di bulan Februari dengan jumlah hari hujan selama 7 hari dan tertinggi terjadi di bulan
Juli selama 20 hari.

2.11.2 Potensi Kawasan Sumber Daya Alam

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2042 disebutkan bahwa potensi
pengembangan wilayah di Kabupaten Banggai kepulauan meliputi kawasan antara lain:

. Kawasan pertanian seluas + 642 hektar yang terdiri dari kawasan tanaman pangan

seluas + 529 hektar yang berada di Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung

Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Totikum dan kecamatan Totikum
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Selatan dan kawasan perkebunan seluas * 113 hektar terdapat di Kecamatan Buko,
Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan.

2. Kawasan perikanan seluas *+ 3 hektar, meliputi kawasan perikanan tangkap seluas *
0,48 hektar terdapat di Kecamatan Tinangkung dan kawasan perikanan budidaya seluas
+ 3 hektar terdapat di Kecamatan Tinangkung.

3. Kawasan pertambangan dan energy yaitu kawasan Pembangkit Tenaga Listrik seluas + 1
hektar terdapat di Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Tinangkung

4. HKawasan peruntukan industry seluas = 86 hektar terdapat diseluruh kecamatan,
kawasan peruntukan industry lainnya ditetapkan dan diatur sesuai peraturan
perundang- undangan yang membidangi perindustrian

5. HKawasan pariwisata berupa titik- titik objek wisata yang terdapat diseluruh kecamatan.
Kawasan pariwisata berupa destinasi pariwisata Kabupaten (DPK), kawasan
pengembangan pariwisata kabupaten (KPPK), dan kawasan strategis pariwisata
kabupaten (KSPK) diatur dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan yang
membidangi pariwisata.

6. Kawasan permukiman seluas * 3.363 hektar, meliputi kawasan permukiman perdesaan
seluas 1.816 hektar terdapat diseluruh kecamatan dan kawasan permukiman perkotaan
seluas + 1.547 heltar terdapat di Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Liang,
Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Totikum,
Kecamatan Totikum Selatan

7. Kawasan transportasi seluas + 5 hektar yang terdapat di Kecamatan Buko, Kecamatan
Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Totikum
dan Kecamatan Totikum Selatan;

8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, seluas + 2 hektar yang terdapat di Koramil- 10/
Salakan di kecamatan Tinangkung, Polairud Salakan di Kecamatan Tinangkung, Polres
Banggai Kepulauan di Kecamatan Tinangkung, Polsek Liang di Kecamatan Liang, Polsek
Tinangkung di Kecamatan Tinangkung, Polsek Buko di Kecamatan Buko dan Polsek

Totikum di Kecamatan Totikum.
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2113 Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi

mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan

untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.

Potensi bencana alam di Kabupaten Banggai Kepulauan Terdiri atas:

1. Kawasan rawan bencana tanah longsor.
Tanah longsor dapat didefinisikan sebagai pergerakan massa tanah/batuan ke arah
bawah (downward) yang disebabkan dan dipicu oleh faktor - faktor alam seperti jenis
batuan, bentuklahan, struktur dan perlapisan batuan, kemiringan lereng, tebal
tanah/bahan lapuk, curah hujan dan tutupan vegetasi. Proses pergerakan ini dapat secara
bergeser (sliding), menggelinding (rolling), jatuh (falling), atau mengalir (flowing).
Longsor biasanya terjadi padalahan berbukit, lahan hasil pemotongan lereng untuk jalan
atau permukiman, dan juga lahan- lahan galian tambang. Longsor terjadi karena lereng
tidak stabil, sehingga material/batuandi atas lereng kemudian bergerak turun.

2. Kawasan rawan bencana gempa bumi.
Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bagian dari kerangka sistem tektonik
Indonesia. Daerah ini terletak pada zona ‘triple junction’, yaitu daerah yang terletak
pada pertemuan tiga pertemuan lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-
Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng utama
dunia di Indonesia timur ini bersifat konvergen, sehingga ketiganya bertumbukan
secara relatif mengakibatkan Daerah Banggai sebagai salah daerah yang memiliki
tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Struktur Sesar Naik
Balantak (di daratan), Sesar Naik Batui, Sesar Naik Sangihe Timur dan Sesar Naik Sorong
Utara (di timur), Sesar Naik Sula, Sesar Matano dan Sesar Sorong Utara (di selatan)
merupakan generator gempa bumi yang berpotensi mengguncang wilayah Kabupaten
Banggai dan sekitarnya. Secara keseluruhan bahwa daerah Banggai Kepulauan memiliki
tingkat seismisitas yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai parameter

seismisitas yang tinggi. Data yang diperoleh daerah Banggai di dominasi dengan gempa
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berkategori sedang dengan magnitude 3.0 -4.9 SR yang dapat mengakibatkan kerusakan
yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh pergerakan beberapa sesar aktif di
Sulawesi Tengah. Sesar aktif tersebut adalah Sesar Peleng, Sesar Maluku-Sorong yang
berarah barat timur dan Sesar Palu Koro di pulau Sulawesi. Sesar Peleng merupakan
sesar aktif yang memiliki laju sesar sebesar 1,0 milimeter per tahun dan magnitude
maksimum yang mencapai 6,9.

3. Kawasan rawan bencana banjir
Penentuan wilayah bahaya banjir berbanding lurus dengan nilai curah hujan. Semakin
tinggi nilai curah hujan dalam suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat bahaya
banjir dengan tetap mempertimbangkan variabel lainnya. Perbedaan nilai curah hujan
tahunan pada kelas wilayah curah hujan sangat kecil yaitu selisih 200 mm untuk setiap
kelas. Berdasarkan perbedaan nilai setiap kelas wilayah curah hujan yang kecil maka
dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki nilai curah hujan
tahunan yang seragam. Sehingga dalam penentuan wilayah bahaya banjir, variable
curah hujan tidak terlalu berperan signifikan.
Pemetaan Bahaya Banjir di Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilakukan dengan
menggunakan metode TWI (Topographic Wetness Index). Metode tersebut
menggunakan variabel topografi secara dominan dengan tetap mempertimbangkan
variabel curah hujan, penggunaan lahan, geologi dan data historis banjir. Hasil
perhitungan dan analisis data diperkuat dengan survei lapangan. Peta Bahaya Banjir di
Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang dan
rendah. Wilayah dengan bahaya banjir tinggi dan daerah langganan banjir berdasarkan
BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan berada di Desa Ponding-ponding, Tatakalai, Luk
Sagu Kecamatan Tinangkung Utara serta di Desa Lopito Kecamatan Totikum.

4. Kawasanrawan Bencana Tsunami
Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berada di kawasan rawan gempa dan tsunami.
Sesar Peleng merupakan sesar aktif yang memiliki laju sesar sebesar 1 milimeter per

tahun dan magnitudo maksimum yang mencapai magnitudo 6,9,”. Secara tektonik,
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diwilayah ini terdapat beberapa sesar aktif, seperti sesar naik Batui, sesar Balantak,
sesar Ambelang, dan sesar Peleng. Tsunami Banggai ini memiliki ketinggian yang
diperkirakan mencapai hingga 3-6 meter di Kecamatan Totikum, melanda sejauh
10meter dari garis pantai.
4111 Aspek Demografi
Kondisi kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diihat dari jumlah
penduduk, persentase penduduk menurut tingkat pendidikan, laju pertumbuhan penduduk,
kepadatan penduduk, distribusi penduduk, serta piramida penduduk. Gambaran ini dapat
memberikan pemahaman tentang kelompok sasaran pembangunan yang akan dituju
sehingga mampu menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 2018-2023
menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
tahun 2023 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 123.420 jiwa
yang terdiri dari 62.461 jiwa penduduk laki-laki (50,61%) dan 60.959 jiwa penduduk
perempuan (49,39%).

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018-2023
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Sumber : BPS Kab. Banggai Hepulauan, 2024

Sedangkan berdasarkan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan

tahun 2023 sebanyak 127.834 jiwa dengan komposisi 64.846 jiwa penduduk laki-laki dan
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62.988 jiwa penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Banggai
Kepulauan per kecamatan pada tahun 2018 - 2022 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021-2023

.
No Hecamatan
1 | Totikum 11.017 11.075 11.296
2 | Totikum Selatan 8.723 8.995 9.271
3 | Tinangkung 17.594 17.729 18.326
4  Tinangkung Selatan 8.226 8.256 8.497
5 | Tinangkung Utara 9.003 9.093 9.358
6 Liang 9.955 10.091 10.297
7 | Peling Tengah 10.701 10.700 10.878
8 | Bulagi 9.784 9.808 9.870
9 | Bulagi Selatan 10.217 10.309 10.506
10  Bulagi Utara 9.856 9.891 10.098
11 | Buko 10.150 10.168 10.384
12 Buko Selatan 8.844 8.915 9.053

Banggai Kepulauan 124.070 125.030 127.834

Sumber : Disdukcapil, 2024

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

DATA DISDUKCAPIL DATA BPS
No Kecamatan

1 Totikum 5.789 5.507 11.296 5.433 5.205 10.638
2 | Totikum Selatan 4.697 4.574 9.271 4.386 4.239 8.625
3 | Tinangkung 9.241 9.085 18.326 9.396 9.138 18.534
4 | Tinangkung Selatan 4.303 4.194 8.497 4.130 4.090 8.220
5 | Tinangkung Utara 4.767 4.591 9.358 4.639 4.363 9.002
6 | Liang 5.174 5.123 10.297 4.816 4.920 9.736
7 | Peling Tengah 5.513 5.365 10.878 5.485 5.256 10.741
8 | Bulagi 5.029 4.84] 9.870 4.777 4.701 9.478
9 | Bulagi Selatan 5.386 5.120 10.506 4.947 4.751 9.698
10 Bulagi Utara 5.145 4.953 10.098 4.963 4.891 9.854
11 | Buko 5.217 5.167 10.384 5.000 5.022 10.022
12 Buko Selatan 4.585 4.468 9.053 4.489 4.383 8.872
Banggai Kepulauan 64.846 62.988 127.834 62.461 60.959 123.420

Sumber : Disdukcapil, 2024 dan BPS Kab. Banggai Hepulauan 2024

Bab.Il- 19



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2025

Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan dari 1,05 pada tahun 2018
menjadi 0,95 pada tahun 2019. Kemudian meningkat signifikan menjadi 1,58 pada tahun
2020. Namun menurun kembali menjadi 0,92 pada tahun 2021 dan Kembali naik menjadi 1,2
pada tahun 2023.

Sedangkan kepadatan penduduk juga meningkat dari 1.290 jiwa/km2 pada tahun
2018 menjadi 1.311 jiwa/km2 pada tahun 2022. Pada dasarnya peningkatan laju pertumbuhan
penduduk dikarenakan dua hal yaitu pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua
karena tingginya angka migrasi masuk. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk dan
kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2023
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Sumber : BPS Hab. Banggai Hepulauan 2024

Sementara itu jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten
Banggai Kepulauan pada tahun 2023 untuk kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun yang
mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok 10-14
tahun, umur 5-9 tahun, 25-29 tahun, dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut
menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai persediaan penduduk atau
tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut

komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive
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yang biasa di miliki oleh negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok
muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk
Kabupaten Banggai Kepulauan menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023
sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Grafik. 2.5
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
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Sumber : Disdukcapil Hab. Banggai Repulauan, 2024

Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tahun 2018 terus
mengalami penurunan sampai pada tahun 2023 sebesar 72,98 turun menjadi 48,43 pada
tahun 2023. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif
(0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk
produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio
ketergantungan penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan nilai sebesar
48,43. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Banggai

Kepulauan harus menanggung 48 orang penduduk yang tidak produktif.
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Tabel 2.9
Rasio Ketergantungan Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018-2023

Uraian

Jumlah Penduduk <15 35.424 36.073 35.627 33.323 33.429 33.429 @ 32.868
Tahun

Jumlah Penduduk > 65 13.858 5.866 6.109 6.604 6.948 6.948 7.400
Tahun

Jumlah Penduduk tidak 49.282 41.939 41.736 39.927 40.377 40.377 @ 40.268
Produktif

Jumlah Penduduk 15-64 67.529 75.694 76.667 80.215 81.277 81.307  83.152
tahun

Rasio ketergantungan 72,98 55,41 54,44 49,77 49,68 49,66 48,43

Sumber : BPS Hab. Banggai Hepulauan 2024 (di olah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan
upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Untuk
mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti
sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan
lingkungannya. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kesejahteraan ekonomi
dan kesejahteraan sosial budaya masyarakat.
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang
bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat
perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok
ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai
Kepulauan selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif dan
cenderung menurun. Pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19
dimana mengalami kontraksi sebesar -2,36 persen. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan mulai kembali merangkak naik ke angka 5,07 dan di
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tahun 2022 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan yang penyebabnya antara lain
terjadinya inflasi yang tinggi dan juga kurangnya produksi.

Grafik 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2023
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Sumber : BPS Rab. Banggai Hepulauan, 2024

Berdasarkan data tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan
sebesar 3,94 menduduki peringkat ke 5 (lima) dari 13 (tiga belas) Kabupaten/ kota se
Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Kabupaten Morowali Utara
(23,04 %) dan paling rendah adalah Kabupaten Banggai sebesar 2,40 persen.

Grafik 2.7
Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi Tengah Tahun 2023
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Sumber : BPS Kab. Banggai Hepulauan, 2024
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Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi
sepanjang tahun 2023 adalah pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 8,88
persen, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 7,48 persen dan
informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,81 persen. Lapangan usaha yang
pertumbuhannya sangat rendah adalah jasa keuangan dan asusransi yang hanya tumbuh
sebesar 0,30 persen.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut
Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,86 3,23 -1,79 3,41 4,59 3,08
B Pertambangan dan Penggalian 113 13,22 -17,21 3,46 3,38 8,88
C Industri Pengolahan 6,33 5,78 0,55 2,25 4,57 1,90
D Pangadaan Listrik dan Gas 11,47 5,92 12,72 4,48 9,30 3,52
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3,96 0,23 3,02 4,32 3,65 2,53
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 2,93 17,59 -15,97 3,11 3,32 2,77
Perdagangan Besar dan Eceran; 1,99 3,28 -5,47 9,64 7,27 5,92
Reparasi Mobil dan sepeda motor
H Transportasi dan Pergudangan 2,65 4,67 -23,38 5,02 7,05 3,88
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 2,50 6,27 -8,89 12,35 6,65 7,48
Minum
J Informasi dan Komunikasi 9,59 8,22 8,88 8,38 5,66 6,81
Jasa keuangan dan Asuransi 7,92 5,31 13,45 14,14 3,45 0,30
L Real Estate 2,80 2,70 0,37 2,43 5,42 5,01
M,N Jasa Perusahaan 2,90 5,10 0,99 2,36 5,79 4,48
(@] Administrasi Pemerintahan, 3,52 4,66 0,27 4,41 1,96 1,91
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa pendidikan 1,10 0,15 0,77 1,25 3,10 4,61
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,04 9,65 6,89 5,23 3,82 5,68
R,S,T,U  Jasalainnya 7,41 2,73 1,32 5,72 5,16 5,33
PDRB 4,11 4,02 -2,36 5,07 4,94 3,94

Sumber : BPS Kab. Banggai Hepulauan, 2024.

*) data sementara;
**) data sangat sementara
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B. Lajulnflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat
dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh
beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply),
biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar.

Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tidak
memiliki angka IHK sendiri. Namun, dikarenakan pentingnya data tersebut dan tidak
diakomodirnya beberapa komoditas strategis lokal dalam perhitungan IPH Kabupaten maka
sejak tahun 2022, pemerintah daerah berinovasi untuk melakukan perhitungan dengan

metologi yang sesuai. Perhitungan inflasi menggunakan metode sister city. Beberapa
kebijakan telah diambil dengan mempedomani perkembangan harga maupun nilai inflasi
yang secara rutin setiap bulan dirilis.

berdasarkan perubahan index harga konsumen di Kabupaten Banggai Kepulauan
cenderung stabil. Meski sempat mengalami gejolak yang cukup tinggi dengan angka 9,18

persen namun berhasil diturunkan dengan pola-pola kebijakan yang sesuai dan akurat.

Grafik 2.8
Perkembangan Inflasi Kabupaten Banggai Kepulauan Januari 2022- April 2024
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Sumber: TPID Hab. Banggai Hepulauan dan BPS Hab. Banggai Hepulauan, 2024
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Berdasarkan perkembangan data diatas terlihat bahwa pengendalian inflasi di
Banggai Kepulauan telah berjalan dengan baik. Kenaikan angka inflasi di bangkep pada
tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh ketidakstabilan harga di tingkat global yang
berpengaruh pada fluktuasi pada tingkat nasional dan daerah. Beberapa kebijakan telah
diupayakan untuk untuk menekan laju inflasi termasuk diantaranya pasar murah, sidak
pasar, penyediaan suplay barang, dan lain lain yang sekiranya dapat menekan angka inflasi
secara agregat.

Berdasarkan data diatas inflasi pada tahun 2024 secara year on year mengalami trend
penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Perbaikan ekonomi setelah
masa pandemic covid 2020 menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat dan
ketersediaan pasokan sehingga control terhadap inflasi dapat dilakukan dengan baik.

C. PDRB per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum,
kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita
merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan
ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan
yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses
produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita
penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada
tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat
digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari
tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah
kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat.

Nilai PDRB per kapita kabupaten Banggai Kepulauan atas dasar harga berlaku sejak
tahun 2018 sampai tahun 2023 terus mengalami kenaikan seperti yang ditunjukan pada

grafik berikut.
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Grafik 2.9
PDRB Perkapita ADHB Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2018 - 2023
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Sumber : BPS Hab. Banggai Kepulauan, 2024

D. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini.
Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar mer